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Menteri Dalam Negeri, Tito

Karnavian bersama DPR menggenjot
pembahasan Rancangan Undang-
Undang Daerah Khusus Jakarta

(RUU DKJ). RUU DKJ ditargetkan

kelar sebelum Lebaran. Setelah nanti
Jakarta tak jadi ibu kota negara (IKN),
Tito berharap, Jakarta bisa jadi seperti
New York, Amerika Serikat (AS).

LEBIH

HAL tersebut disampaikan Tito saat mengikuti
rapat kerja bersama dengan Badan Legislasi
(Baleg) DPR dan DPD. di Gedung Nusantara [
DPR/MPR. Semayan, Jukarta, Rabu (13/3/2024),
Rapat membahas tindak lanjut RUU DKL

Rapat yang dihadiri perwakilan Menteri
Keuangan S Mulyani, Menten Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN YKepala Bap-
penas Suharso Monoarfa i, dipimpin Ketua
Baleg DPR. Supratman Andi Agtas.

Dalam paparannya. Tito mengatakan. pem-
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bangunan Jakarta akan diarahkan men-
Jadi pusat perekonomian, jasa, hingga
kan.

*Kira-kira sama seperti New York-nya
Amenka atan Sydney, Melbourne-nya
Australia™ papar Tito.

Tito berharap. Jukarta bisa menjadi
kota kelas du ng berdaya saing
global. Untuk . ia meminta RUU DKJ
dibahas dengan cermat. A palagi, aturan
wrsebut akan menjadi landasan hukum
pembentukan dan b: Jakarta
usai tak lagi menjadi ibu kota.

“Diperlukan komitmen bersama an-
tara DPR, DPD dan pemerintah untuk
mewujudkan visi bersama membangun
Jakarta menjadi kota kelas dunia. kota
global.” ujar Tito.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan, RUU
DKIJ juga akan membahas aglomerasi
Jakarta dan wilayah sekitamya. Menurut
Tito. hal tersebut perlu diperjelas agar
tidak banyak pelintiran. Menurutnya,
kawasan aglomerasi perlu dilakukan

harmonisasi mengingat banyak problem
dan program yang saling bersinggungan.
salah satunya banjir.

Karenanya, Kata mantan Kapolri
itu, Pemerintah mengusulkan agar
wewenang program harmonisas: aglo-
merasi Jakana perfu berada di bawah
wewenang Wakil Presiden. Sebab, tugas
Presiden sudah banyak.

“Lebih spesifik ditangani Wapres.
Dan, ini mirp yang Kita lakukan di Pa-
pua, dibenuk Badan Percepatan Pem-
bangunan Papua,” jelas Tito.

Selain itu, Tito juga memastikan Gu-
bemur DKJ bukan ditunjuk Presiden.
melainkan kingsung dipilih oleh rakyuat.
“*Sikap Pemerintah tegas, tetap pada po-
sisi dipilih (oleh rakyat). atan tidak ber-
ubah sesuai dengan yang dilaksanakan
saat ini,” tegas Tito,

Tito beranggapan. hal ini peru diper-
Jelas agar udak ada kecurigaan dan
masyarakat terfuxlap Pemerintah.
paling krusial yang kami kira me
polamik di publik tentang 1su pemilihan
gubernur dan wakil gubenur Daerah
Khusus Jakarta.” tambah Tito.

Tite menambahkan, hingga kini sta

tus Jakarta masih menjads Thu Kota In-
donesia Pasalnya, Keputusan Presiden
(Keppres) mengenai perpindahan ibu
kota dari Jukarta Ke [bu Kota Negara
(IKN) Nusantara belum terbit.

“Ketika Keppres diterbitkan pemin-
dahan ibu kota dan Jakarta ke IKN, maka
saat itulah ibu kota telah berpindah de
Jure dan de facto di TKN, tutup Tito.

Sementara. Ketua Baleg DPR,
Supratman Andi Agtas mengatakan,
pihuknya menargetkan pada 4 April atau
sehelum Lebaran, RUU DKJ sudah dapat
diparipurnakan. “Jadwal ini tentatif. Ini
bisaditerima, Pak ya. Pemerintah, DPD.
dan teman-teman DPR. Bisa ya.” cetus
Supratman.

Mular han ini. lanjutnya. hingga
akhir masa sidang April mendatang.
rapat pembahasan RUU DKI bersama
Pemerintah akan dikebut.

“Kemudian akan diisi mulai besok
dengan pembahasan di tingkat Panitia
Kerja (Panja). Kemudian akan diakhiri
pada 3 Apnl han Rabu. dalam kenja.™”
Jjanji dia.

Sedangkan, Wakil Kewa Komite [
DPD, Sylviana Mumi menegaskan,

lembaganya sepakat dengan sikap Peme-
rintah terkait mekanisme penctapan
gubernur dan wakil gubernur DKJ agar
tetap dipilih langsung lewat Pilkada.

Mckanisme terscbut juga scsuai
dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945
yang menyatakan bahwa, Gubemur,
Bupati, dan Wali Kota masing-masing
sehagal kepala pemerintah dacrah pro-
vinsi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis.

Lalu apa tanggapan Komisi TT
DPR? Ketua Komisi [ DPR. Ahmad
Doli Kurnia meminta Baleg segera
merampungkan RUU DKIJ. Doli me-
nyebut, jika RUU tersebut sudah di
Komisi [T DPR. akan selesai dalam satu
minggu.

Doli menilai. RUU DK harus selesai
dalam masa sidang TV whun sidang
2023-2024.

“Ini proses peralihan. proses transisi,
kami di Komisi [T waktu itu mendorong,
supaya sebelum 15 Februari itu sudah
sclesai. Cuma kan itu masalah tcknis
terhambat pemilu. pilpres dan segala
macum, tapi kan tidak terhambat,” kata
dia. mumm



